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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang transparansi dalam proses penetapan dan
pelaksanaan APBDesa dari sisi kewenangan kepala desa dalam proses tersebut. Hal
ini  bertujuan untuk mengetahui apakah kepala desa sudah menjalankan
kewenangannya sesuai. dengan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan
transparansi dalam.penetapan. dan pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa) pada 4 (empat) desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci,
yaitu Desa-Mekar Jaya, Desa Makmur, Desa Kuala Terusan dan Desa Rantau Baru.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) bagaimana kewenangan
kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2018 di KecamatanPangkalan Kerin¢i? dan 2) bagaimanakah wujud
transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun 2018 di Kecamatan Pangkalan Kerinci?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus,
yaitu mendiskripsikan kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Pangkalan
Kerinci, untuk dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, dan dengan
keadaannya di lapangan yang terjadi di Kecamatan Pangkalan Kerinci dalam
mewujudkan good governance, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa udah
melaksanakan kewenangannya dalam penetapan .dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Kecamatan Pangkalan Kerinci, yaitu
setelah tahap ‘perencanaan yang sudah melalui proses penggalian informasi
mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dan kemajuan desa, kepala desa-menetapkan-APBDesa. Hal ini berarti Kepala Desa
telah mewujudkan good governance ‘dalam bentuk asas transparansi karena dalam
proses penetapan dan pelaksanaan APBDesa tersebut telah melibatkan aspirasi
masyarakat dan mengikutsertakan masyarakat itu sendiri dalam setiap prosesnya
sebagai bentuk dari asas transparansi itu sendiri. Namun, secara teknis masih
terdapat sedikit kendala, yaitu tentang kepedulian dan peran aktif masyakat terhadap
proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran. Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa), yang nantinya akan berakibat pada lambatnya kemajuan desa itu
sendiri.

Kata Kunci: Kewenangan Kepala Desa, APBDesa, Good Governance,
Transparansi.



ABSTRACT

This research discusses transparency in the process of establishing and
implementing APBDesa from the authority of the village head in the process. This
aims to find out whether the village head has exercised his authority in accordance
with applicable regulatiens in realizing transparency.in the determination and
implementation_of the Village Revenue.and Expenditure Budget (APBDesa) in 4
(four) villages in Pangkalan Kerinci Subdistrict, namely Mekar. Jaya Village,
Makmur Village, Kuala Terusan Village and Rantau Baru Village.

The subject matter in this study is:;1)how is the authority of the village head
in the determination and‘implementation of the/Vilage Revenue and Spending
Budget in 2018 in Pangkalan Kerinci District? and 2) What is the form of
transparency in the determination and implementation of the Village Revenue and
Spending Budget 2018 in Pangkalan Kerinci District?

This research uses descriptive qualitative methods with case studies, namely
describing the authority of the Village Head in the Determination and
Implementation of Village Revenue and Expenditure: Budget (APBDesa) in
Pangkalan Kerinci District, to be compared with the applicable regulations, and
with the regionality in the field that occurs in Pangkalan Kerinci Subdistrict in
realizing good governance, so that conclusions can be drawn.

The results of this study showed that the village head had exercised his
authority in the<determination and implementation of the Village Revenue and
Expenditure Budget (APBDesa) in RangkalantKerinei Sub-District, which is after
the planning stage that had gone through the process of extracting information
about what was needed to improve the welfare of the community and village
progress, the village head established APBDesa. This means that the Village Head
has realized good governance in the form of the principle of transparency because
in the process of establishing and implementing the APBDesa has involved the
aspirations of the community and included the.community itself in each process as
a form of the principle of transparency itself. However, technically there are still a
few obstacles, namely about the concern and active role of the community to the
process of establishing and implementing the Village Revenue and Expenditure
Budget (APBDesa), which will later result in the slow progress of the village itself.

Keywords: Village Chief Authority, Village Revenue and Expenditure Budget, Good
Governance, Transparency.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan

dan

I di dalam

ada sebelum

bukti

keberadaannya ysan pa r Negara Republik

Indonesia ebelum: perubaha am perjalanan

ketatanegaraa esia, Desa tels Jalam berbagai

bentuk, se Hindungi : iberda an adi kuat, maju,

mandiri, dan de c apa : san yang kuat dalam

melaksanakan pe : ' ‘ arakat yang adil,
makmur, dan s

Dalam sej beberapa pengaturan

tentang desa, yaitu ahun 1948 tentang Pokok

Pemerintahan Daerah, Undang- Jomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang

Pokok-pokok Pemrintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

1 Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2010, him.59
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tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, Undang-Undang 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

) tentang Desa

elenggara  urusan

em pemerintahan

desa, pelaksana teknis lapanga unsur kewilayahan, yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

2 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara
Press, Malang, 2014, him.19



a. Penyelenggara Pemerintahan Desa
1. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa,

ait dengan

"~ an desa ini
z
=y bahwa dalam
=
- Kepala Desa
e O
w =
o Z
g E rintanan Desa

=
=)
E_ > WAMN=
g e~ ﬁ tahan desa pada
@4 = &
- >
& 2 an pemerintahan
2 D i
@S esa (BPD) setiap
B =
E =
E informasi penyelenggaraan
o
— pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir

tahun anggaran.
2. Perangkat Desa
Terdiri dari :

Sekretaris Desa
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- Pelaksana Kewilayahan

- Pelaksana Teknis

Tugas mereka adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan

wewenang. Oleh karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala

transparansi dan akuntabilitas mengandung pengertian bahwa pemerintahan desa
dijalankan dengan baik. APBDesa yang lebih dari cukup juga dapat mendorong
tingkat partisipasi warga lebih tinggi pada proses-proses perencanaan dan

penyusunan anggaran pembangunan.
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Tahapan penguatan Pemerintahan Desa dalam hal ini dimaksudkan
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa penting dilakukan dalam
pengelolaan keuangan desa, terutama tahap penyusunan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban APBDesa, supaya APBDesa yang disusun berkiblat pada

at desa se a prinsip-prinsip good

LTS Ml T

aan desa, hasil

n pendapatan asli

desa dan dari

Pemerintahan Desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat

4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

10



Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jadi dapat diartikan bahwa desa merupakan bagian penting bagi
keberadaan negara Indonesia.. Hal ini'dikarenakan desa adalah satuan terkecil dari
bangsa ini yang menunjukkan keragaman bangsa Kkita. Sejauhini, hal tersebut
terbukti menjadi kekuatan bagi kuatnya negara Indonesia. Oleh sebab itu,
penguatan desa meruapakan hal yang wajib dilakukan dan merupakan bagian yang

tak terpisahkan dari pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Sudah sepatutnya seluruh kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan
pembangunan desa mempunyai tujuan yang baik, seperti pengentasan kemiskinan,
mengubah tampilan fisik’ desa,- meningkatkan.’ pendapatan. dan taraf hidup
masyarakat, memberikan layanan sosial desa sehingga masyarakat menjadi
berdayaguna dan membuat pemerintahan-desa lebih maju. Struktur Pemerintahan
sedemikian rupa memiliki semangat untuk menjadi desa sebagai pilar utama
pembangunan bangsa, artinya bila sekitar 80.000 desa di bumi pertiwi ini maju,
mandiri, sejahtera dan demokratis maka Negara Keasatuan Indonesia menjadi

bangsa yang besar dan terhormat dalam persatuan bangsa-bangsa di dunia.

d. Konsepsi Good Governance

11
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Selain berarti kepemerintahan sebagai suatu kegiatan, istilah governance
juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan,
penyelenggaraan dan dapat diartikan sebagai pemerintahan. Governance mengacu

pada artian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan

pelaksanaan fungsi

SNyt i
negare
o

nf-_ amme (UNDP)

&

)

o

-

: eputusan, baik
’ p

Teg

Lol

ngsung dapat diterima bagi yang

QLIRS

membutuhkan. Informas

pahami dan dapat dipantau.
c. Akuntabel.
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sector swasta dan masyarakat

(civil society) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga.

3 Reydonnyzar Moenek, Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah, PT. Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2019, him.56

12
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Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat,
apakah kepetusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal
organisasi.

d. Efektif dan efisien.

nghasilkan sesuai

e.
andang kasta,
f.
etiap pihak yang
g.

h. Setara dan inklusif.
Setiap warga dalam suatu negara, laki-laki dan perenpuan mempunyai
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan diri mereka
masing-masing. Pemimpin dan publik harus mempunyai pandangan tentang
good governance dan pengembangan manusia yang sejalan dengan apa yang

dibutuhkan untuk pembangunan.
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Berpedoman kepada pilar-pilar pembangunan berkelanjutan dalam
pembangunan ekonomi, lingkungan, dan pembangunan manusia, asas
Pemerintahan yang baik menyentuh 3 (tiga) pihak yaitu pemerintah selaku

penyelenggara Negara, pihak korporat atau dunia usaha sebagai penggerak

1ana disebut di atas

dan pelaksanaan

atan Pangkalan

a. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Kepala Desa
dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan.
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b. Untuk mengetahui wujud transparansi dalam penetapan dan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kecamatan

Pangkalan Kerinci?

2. Kegunaan Penelitian

an baik secara teoritis

’,

ﬁ* at memberikan

dalam penyelenggaraan pemerinthan desa yang transparan dan

akuntabel.

D. Kerangka Teori

1. Negara Kesatuan

15
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Negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan
subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 Konvensi Montevideo
27 December 1933 mengenai hak dan kewajiban Negara menyebutkan

bahwa Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki

empat U ertentu, pemerintahan

‘Qﬁ!ﬁ\“ .&@‘ -
]
o

a lain.*

an berdaulat,

'Z‘\\‘(k

|2AVLREND

negara saja dan tidak genal istilah negara dalam negara.
c. Abu Daud Busroh, menyebutkan dalam bukunya yang berjudul IImu

Negara, negara kesatuan yang dimaksud disni adalah negara yang

4 Jawahir Thontowi, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006,
him.105
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tidak terdiri dari beberapa negara, tapi hanya negara tunggal dan

tidak mengenal juga negara di dalam negara.

Negara kesatuan kerap kali disebut sebagai negara unitaris atau

negara tunggal yang

).

= \5L 2

RRATAHNAY

Pada negara kesatuan, kewenangan pembentuk undang-undang pada
pemerintah pusat ditetapkan dalam suatu rumusan umum dan
kewenangan pembentuk undang-undang yang di bawahnya

tergantung pada badan pembentuk undang-undang pada pemerintah

pusat. Sedangkan di negara serikat kewenangan pembentuk undang-

17
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undang adalah pemerintah pusat sebagai pengatur hal tertentu, telah

tertuang dalam konstitusi federal.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

yang dalam pelaksanaan pemerintahannya terdiri atas daerah propinsi dan

mpunyai hak

melaksanakan

pemerintah pusat kepads ebagai wakil pemerintah dan/atau

pinstansi vertikal di wilayah tertentu di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
daerah otonom untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang
yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi

kepada Pemerintah Kabupaten.

18
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Kemandirian lokal adalah kekuasaan daerah yang merdeka untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai keinginan dan
kebutuhannya sendiri sesuai dengan keinginan individu menurut pedoman

hukum. Daerah merdeka adalah suatu kesatuan daerah yang sah yang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
asal usul serta adat istiadat setempat yang resmi dalam sistem
Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten dinamai sebagai

Desa. Desentralisasi adalah Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab

fungsi-fungsi publik. Pelimpahan ini dilakukan dari pemerintah pusat ke

19
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pihak lain, baik itu kepada daerah di bawahnya, organisasi pemerintah atau
pada sektor swasta.

Pelaksanaan otonomi daerah, juga diartikan sebagai implementasi

dari tuntutan global untuk lebih memaksimalkan daerah dengan cara

dan Undang-

Pemerintah

terbukanya ruang bagi terciptanya kepala pemerintahan daerah yang
dipilih secara demokratis, demi terlaksananya pemerintahan yang peka
terhadap kebutuhan masyarakat.

Di bidang ekonomi, otonomi daerah harus menjamin lancarnya

pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan juga terbukanya

20
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peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan
lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di
daerahnya. Hal ini berarti, dalam otonomi daerah tercipta berbagai ide

pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan

proses p dan memb i infrastruktur yang

u;? “m‘u‘d“‘ .@é nomi daerah

pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras
berdasarkan undang-undang Pasal 18 A (2).
Penjabaran kedua Pasal di atas berarti bahwa:

a. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat

hierarkis;

21
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b. Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut mengedepankan
kekhususan dan keragaman daerah;
c. Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18A ayat (1)

lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

17
2

olen Undang-

S b b

et
A
-~

aan pengelolaan

penggunaan, serta

peraturan pelaksanaan, dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan

bupati/walikota.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UU Desa meliputi:
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a. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan kabupaten/kota yang
dilaksanakan oleh desa;

b. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala

Desa;

. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama
antar-desa; dan

n. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala

Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Good Governance

23
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Berikut ini adalah pengertian dari good governance, antara lain :

1) Bank Dunia menyebut bahwa Good governance sebagai cara

kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya

overnance.

administrative

a) Partisipasi masyarakat. Bahwa seiap warga masyarakat
mempunyai hak dalam pengambilan keputusan, apakah secara

langsung maupun melalui perantara lembaga perwakilan yang sah

> Mardoto. Good Governance dan Clean Governance. Taruma Negara University Press, Jakarta,
2009, him.18
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untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh
tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan

mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi

secara konstruktif.
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 Setiap pihak yang
r=)
Pard
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masyarakat, serta consensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan

prosedur-prosedur.

f) Kesetaraan, berarti bahwa seluruh masyarakat mempunyai
kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan

mereka.
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g) Efektifitas dan efesien disini berarti, proses-proses pemerintahan
dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan

masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada

semaksimal mungkin.

utamanya adalah
terwujudnya 0c emer an yang professional,
berkepastian hukum, tra abel, memiliki kredibilitas, bersih
dan bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, serta peka dan tanggap terhadap

kepentingan dan aspirasi dalam pelayanan, dan pertanggungjawaban publik,
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dan pengabdian tinggi dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk

mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara.®

Sebagai salah satu bentuk nyata dari nilai dan prinsip good

governance adalah transparansi. Para aparat dan.sistem manajemen publik

alkan potensi

itraan, selain

keputusan dalam hal pe ang nyata diarahkan sesuai skala
prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara mnyata dan adil

sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

® AR.Mustopadidjaja, Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan
Evaluasi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2003, him.261
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Prinsip transparansi ini sebagai salah satu dari sepuluh prinsip, yaitu
partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,

wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, dan

profesionalisme.

asyarakat.

------- hukb ara pemerintah
yang bersih,

kepentingan

pemerintah yang dapat
meningkatkan peran , yaitu mengetahui proses
pengambilan keputusan rancangan rencana, memikirkan bersama
pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana Yyang dilakukan

pemerintah, dan memutuskan bersama pemerintah.
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Prinsip transparansi dalam artian keterbukaan pemerintah meliputi

lima hal:

1)

-
=]
-
-
=
-3
o O
W-—'
& Z
2 =
= 2
=)
=
< =
e -
iy -
- >
0o 3
o =
=
@ 2
—
B =
E?w'
ﬂ-
=

5)

Keterbukaan dalam hal rapat-rapat sebagaimana para birokrat harus

ang.penting bagi masyarakat,

yang artinya siapa ak mengetahui fakta hukum dalam

register tersebut.

Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Hal ini terjadi
apabila ada kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan
pendapatnya terhadap pokok kebijakan pemerintah, untuk

melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan pengaruh
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masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut. Peran serta
merupakan hak untuk ikut pengmbilan keputusan. Hal ini menjadi
bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini juga dapat

berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau

utama konsep-

dak ditafsirkan

menggunakan

bagian penting dalam Hukum Tata Pemerintahan, dikarenakan
pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang

dimilikinya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa

" Pedoman penulisan Tesis Program Magister llmu Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru,
2012, him. 9.
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Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk
melakukan sesuatu.
Pendapat ahli mengenai kewenangan dan wewenang dan sumber-

sumber kewenangan banyak macam, selain ada yang mengaitkan

kewenang na ekua an._me da a serta membedakan

aiall diberikan oleh
atif. Kewenangan

atau kekuasaan

P
ia
&
it
P
Kew

P

hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan

8 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara. Cet.9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,
him.76
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akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.® Unsur-unsurnya
yaitu antara lain:
1. Penetapan Tertulis, sebagai syarat tertulis dari suatu penetapan tidak

hanya pada bentuk formalnya, tetapi pada isi atau sustansi dari

‘.'!u
@;‘
ik

“, d
r;
rsi
“
.
gan

D)

AN
P, W
<« "

keputusan itu berfungsi untuk melaksanakan peraturan yang bersifat
umum, jadi harus ada peraturan yang menjadi dasarnya.
5. Bersifat konkrit, individual dan final. Konkrit artinya objek yang

diputuskan dalam keputusan TUN tidak abstrak, tetapi berwujud

9 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
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tertentu atau dapat ditentukan. Individual artinya tidak ditujukan untuk
umum, tapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, jika lebih dari
seorang harus disebutkan satu persatu dalam keputusan. Final artinya

keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum.

partisipasi, gotong ra ain-lain pendapatan asli desa.

. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/kota

. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima Kabupaten/kota
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e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Povinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/kota

f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga

DI disay yepepe fur udwnyo(

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

Jenis penelitian ini terma dalam golongan penelitian observasi
(Observational research). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis.

2. Objek penelitian

10 Moch. Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, Setara
Press, Malang, 2014. him. 27.
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Objek penelitian ini mengenai kewenangan kepala desa dalam penetapan
dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan good

governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci.

3. Populasi dan Sampel

dipandang repe f terhadap populs - v tau pembuatan
sampel (yak
adalah penti opula it 1 adala ' S ecamatan Pangkalan

Kerinci, Kabupa 3 g‘g‘ maka penulis

a.

b. Kepala Desa Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci;

134

Kepala Desa Rantau Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci;

=

Kepala Desa Terusan Baru, Kecamatan Pangkalan Kerinci.

1 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah, Dasar, Metode, dan Teknik. Edisi Ketujuh,
Tasito, Bandung, 1980, him.93.
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4. Data dan sumber data
Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer, adalah data utama yang diperoleh oleh penelitian melalui

responden atau sampel.

pengumpulan.da G n tanya jawab

secara lang:

7. Metode penarikan kesimpula

Di dalam penarik kesimpulan penelitian ini akan menggunakan metode
induktif yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan hal yang bersifat khusus
kepada hal-hal bersifat umum mengenai kewenangan kepala desa dalam penetapan

dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam mewujudkan good
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governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan perundang-undangan yang

terkait.

erintahan baru dapat

menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang telah
diperoleh. Standar tindakan pemerintahan bertolak ukur
dari wewenang yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Tentang kewenangan ini dapat dicari dalam Konstitusi

Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik
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dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.
Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan
oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan

hubungan dan perbuatan hukum.?

penyelenggaraan

SRLLSSSA LT
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harus diakui, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-

undang. Jadi, asas legalitas memiliki wewenang sebagai

substansinya, yang dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk

suatu institusi menuru antuan yang berlaku, yang berarti,
kewenangan menyangkut kompetensi tindakan hukum yang
dapat dilakukan sesuai aturan resmi, sehingga dapat dikatakan
juga sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau
institusi. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum
administrasi Negara, kewenangan mempunyai kedudukan yang

penting, sehingga F.A.M. Stroink dan
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BRamlan Surbakti, Memahami llmu Politik, Gramedia Widya Sarana,Jakarta, 1992, him 56
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J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata

negaradan hukum administrasi negara.'#

orang yang berkuasa.®

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diartikan bahwa

kewenangan sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seorang

14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013, him. 99

> Ibid, him. 71
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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pejabat atau institusi dalam menjalankan kewenangannya

berdasarkan aturan yang berlaku.

2. Kewenangan Kepala Desa

. Memimpin peny Pemerintahan Desa
b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
€. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
d. Menetapkan Peraturan Desa
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
f. Membina kehidupan masyarakat Desa

g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
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17 pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

grasikannya agar en i perekonomian skala

Dalam Pasa huruf (m) Undang - undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “mengoordinasikan
Pembangunan Desa secara partisipatif’, kepala desa memiliki
kewenangan dalam mengoordinasikan pembangunan desa
secara partisipatif demi mewujudkan desa yang sejahtera bagi
masyarakatnya.

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan
36
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pemerintahan adalah pengaturan kehidupan masyarakatsesuai
dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan

usaha
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milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan
adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana

dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan

pelaksanaan
n Desa, dan

n prakarsa

lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa atau
kerjasama desadengan pihak ketiga. Selanjutnya, Kepala Desa
mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan
desa sejak ditetapkan APBDesa. Sedangkankan pembangunan
desa yang bersumber dari program sektoral dan atau program

daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah,
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18 PP No. 43 Tahun 2014 pasal 25 dan 26
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Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
Kepala desa sebagai pemerintahan desa yang paling dekat
dengan mayarakat dianggap pembina, pengayom, dan pelayanan

masyarakat sa berperan dalam menderong masyarakat untuk

Belanja Desa,

. Peraturan  Bupa Pengelolaan  Keuangan Desa

(Permendagri pasal 43)

h. Peraturan Bupati Tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa

(Permendagri pasal 32)
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I. Peraturan Bupati Tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa Tentang APB Desa Kepada Camat (Permendagri

Pasal 23 ayat (6)

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

i.dengan Peraturan.l i.Dalam Negeri Nomor

‘\‘ 5@ Imﬁﬁ“ Q@ 3sa, Anggaran

.

‘g anaan Desa

keuangan

umum di desa yang harus mencerminkan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan potensi dan karakteristik desa untuk terciptanya
suatu anggaran desa yang orientasinya pada kepentingan dan

akuntabilitas publik.

Beberapa pemahaman mengenai Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa adalah :
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a. Pendapatan desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai
penambahan nilai kekayaan bersih.

b. Belanja desa merupakan kewajiban pemerintah desa yang diakui

ngeluaran yang

n anggaran

najemen desa
sebagai bahan

beserta rincian

Ny

pendapatan d Dari a aran, semua bentuk pemasukan

dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c. Alat Kebijakan Fiskal
Anggaran dapat digunakan untuk mengetahui kebijakan fiskal

30 Didit Herlianto, Manajemen Keuangan Desa : Berbasis Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Gosyen Publishing, Yogjakarta,
2017.
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yang akan dilaksanakan oleh desa, sehingga dapat
memprediksi dan mengukur perkembangan ekonomi dan
organisasi.

Anggaran juga dapat digunakan untuk mengkoordinasi,

masyarakat untuk

harus

apai, maka desa

penting dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik dan
pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa. Tata pemerintahan yang baik,
dapat diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa.
Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa mulai

dari tahap penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban memberikan

bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik seharus
disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan
akuntabilitas. Masyarakat sebagai pemilik anggaran harus diajak

bermusyawarah tentang sumber dan jumlah anggaran Pendapatan Desa

pelaku dalam
melaksanakan program, besaran anggaran yang digunakan,
dan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program atau

kegiatan yang dimaksud.3!

31 Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, Pengelolaan Keuangan Desa, FokusMedia, Bandung, 2015, him.
55
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Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam penyusunan
APBDesa. Pemerintah Desa akan menggali informasi dari masyarakat
untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa.

c. Tahap Pengawasan

Sebagai tahapan terakhir, dalam tahap ini juga dibutuhkan peran

partisipasi masyarakat, dimana masyarakat harus teliti terhadap kinerja

%2 David Wijaya, Akuntansi Desa, Gava Media, Yogyakarta, 2018, him. 77
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Pemerintah Desa. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana
APBDesa dan program kegiatan yang akan dilaksanakan.
Proses penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut :

a. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada

pala Desa kepada

bat 3 hari sejak

batas waktu maka Peraturan-desa tersebut berlaku secara otomatis. Dalam
hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Perdes tentang APBDesa
tidak sesaui dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi. Kepala desa melakukan penyempurnaan
paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, dan jika
hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa
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tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi
Perdesa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa. Dengan
Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa Tahun anggaran sebelumnya. Peraturan Desa Tentang
APBDesaditetapkan paling lambat tanggal 31 Besember tahun anggaran
berjalan.

4. Tahap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam pelaksanaan keuangan dan ‘anggaran desa, ada beberapa
prinsip yang harus ditaati, meliputi penerimaan dan pengeluaran. Salah
satunya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa digunakan melalui
Rekening Kas Desa. Pada tahap ini, proses pencairan dana dalam Rekening
Kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Bagi desa
yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pemerintah
kabupaten akan menetapkan pengaturan terkait hal tersebut. Bendahara
Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk
kebutuhan operasional pemerintah desa dengan batasan jumlah uang tunai
yang disimpan dalam kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati.
Pelaksanaan belanja. desa " diutamakan bagi pemenuhan kebutuhan
pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai
dengan prioritas Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah
provinsi/kabupaten. Hal ini tertuang dalam RKPDesa yang pelaksanaannya
akan diwujudkan melalui APBDesa. Setelah APBDesa ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Desa, program dan kegiatan sebagaimana yang telah
direncanakan baru dapat dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk Belanja

46



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur
dalam Keputusan Kepala Desa sehingga dapat dilakukan tanpa perlu
menunggu penetapan APBDesa.

Pelaksanaan APBDesa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang

dan kewajibannya
kewajiban untuk

semesteran dan

dilakukan oleh Kepala desa penyampaian hasil laporan realisasi
terhadap pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/walikota. Sedangkan pada
tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, dalam Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir

tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi hal-hal
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sebagai berikut, yaitu Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan yang telah
ditetapkan dengan Peraturan Desa. Tahap selanjutnya, jika Pemerintah Desa
dan Badan Pemusyawaratan Desa telah menyepakati Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dalam bentuk

Peraturan D aka Peraturan Desa ini.¢ nya disampaikan kepada
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dan penerapannya ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan
hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup
pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat
diakses secara mudah dan langsung.?* Menurut Tjokroamidjojo
transparansi yaitu dapat diketahui oleh banyak pihak yang

berkepentingan mengenai perumusan Kkebijakan politik dari
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pemerintah, organisasi dan badan usaha.?®
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22 Deti Kumalasari, Ikhsan Budi Riharjo, “Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam
Pengelolaan Alokasi Dana Desa”, Jurnal IImu dan Riset Akuntansi, Volume 9, (November, 2015), him.
3.

2 Arifin Tahir, Kebijakan.P n.Transparansi Penyelengg merintah Daerah. Bandung,
Alfabeta, 2015, him

24 Riant N > - n E i, Elex Media
Komputinda
25 Bintoro i Nasiona Governance dan
Perwujudan

kepada masyarakatnya. Mt dari pembuatan kebijakan sampai dengan
pelaksanaan kebijakan.

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktik kolusi,

korupsi, nepotisme (KKN)

Sering terjadinya hal tersebut karena pemerintah sebagai
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penyelenggara pemerintahan tidak melakukan transparansi yang
benar kepada masyarakatnya. Tidak memberikan informasi-
informasi mengenai jalannya pemerintahan itu sendiri sehingga

KKN terus terjadi.?’ Adanya transparansi menjadikan pemerintah

TigaPresiden,

: 1\9\\‘&\"‘“‘““

«wa

26 L. Misba
Gramedia P

27 Arifin Tahi

'ﬁ : Va : S meningkatkan
akuntabilita ' 6 ] asi publik, dan mampu
mendorong timbu 2 2 publik dalam melakukan
pengawasan.?®

Sementara itu, P. De Haan mengemukakan bahwa
keterbukaan dalam prosedur memungkinkan masyarakat untuk
ikut mengetahui, ikut memikirkan, bermusyawarah, serta ikut
memutuskan dalam rangka pelaksanaan.?® Lain halnya dengan

pendapat Corynata, dimana transparansi dibangun di atas dasar
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arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan,
lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak

yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai

agar dapat dimengerti dan diawasi.°
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Transparansiberarti penyampaian dan penyedia informasi
yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan

ara dapat dilakukan
S e ig,‘
%&.@WW@"@E& {4'0 , hal sebagai

mengikuti standa a. Prosesnya dilakukan secara

terbuka untuk umum sehingga tidak terjadi korupsi.®?
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31 Yunus Husein et al., Pedoman Umum Good Public Governance Indonesia, KomiteNasional

Kebijakan Governance, Jakarta, 2008, him. 16.

32 Arifin Tahir, Op.Cit., him. 111.

t mempunyai
kan informasi

hal tersebut

dalam rangka tercap erintahan yang baik dan agar
masyarakat dapat percaya terhadap pelaksanaan pemerintahan
yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuan pokok Pemerintahan
yang baik (good governance) adalah  terwujudnya

penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkepastian

hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka
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dan tanggap terhadap setiap kepentingan dan aspirasi yang
didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggungjawaban
publik dan integritas pengabdian dalam mengemban misi

perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan

0

5
P
v
,
o
5
e
”
?
¢

“
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Transparansi pemerintah merupakan sesuatu hal yang
substansial, sebab dengan transparansi tersebut masyarakat
dapat mendapatkan lebih banyak pengertian tentang rencana-
rencana ijjakan yang dijalankan.3¢ Implementasi asas

%%‘H, ‘,‘«-‘ vﬁq-““‘&%‘ t« O bahwa seluruh

anggaran ¢ ar belakang

perencanaan

=L (Y

Inggaran karena

-
T ow

S

o

)

c

0

g

2

dan jujur sehingga tida 2bohongan dalam pelaksanaannya.
Transparansi menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan
pengelolaan anggaran yang menyangkut hajat hidup orang banyak

yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.
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34 Husni Thamrin, Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013,
him.38.
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Pendapat Folscher, dari adanya transparansi akuntabilitas
pemerintah dapat meningkat dan masyarakat dapat mengawasi

setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga kinerja

pemerintah menjadi meningkat ke arah yang lebih baik. Jika

masyarakat.
kepercayaan

membangun

Y

kebijakan ma

masyarakat dapat ung kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah.3®

Salah satu kriteria transparansi dalam hal anggaran
menurut Kristiansen dalam perencanaandan penyusunan anggaran dapat

diketahui melalui adanya ketersediaan dokumen negara.Bahwa dokumen
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mengenai penggunaan anggaran tersedia di kantorpemerintahan dan

dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi.

3 1gsan, Op.Cit., him. 232
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Selain itu dokumen tentang penganggaran harus jelas dan
informasimengenai penggunaan anggaran harus lengkap. Setiap

proses mengenai penyusunan anggaran harus terbuka bagi

iy disay yejepe il udwnyo(]
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menjadi penghubung ) asyarakat untuk mendapatkan
informasi tentang pengelolaan anggaran yang diperoleh oleh

pemerintah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

% Ibid.
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Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau
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Masyarakat berhak untuk mengetahui serta mendapatkan
informasi terhadap jalannya pemerintahan di wilayah mereka dan

pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang

akat secara an jujur. Salah satu

S Ny

terjadi penyelewengan adap penggunaannya. Sebagai
prioritas utama penggunaan keuangan desa adalah untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka
pengawasan oleh masyarakatlah yang menentukan keberhasilan

prioritas ini dalam rangka terlaksananya pemerintahan yang baik.
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D. Tinjauan Tentang Kecamatan Pangkalan Kerinci

1. Sejarah Tentang Kecamatan Pangkalan Kerinci

Kecamatan Pangkalan Kerinci merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di

Nomor 8 Desa F enjadi 3 (tiga)

Keluraha - elurs ingkala ;_' gkalan Kerinci Barat,

Kelurah

“Terciptanya pelayanan prima dengan didukung ketersediaan aparatur yang
handal untuk mewujudkan pembangunan masyarakat kecamatan pangkalan

kerinci.

62



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Misi Kecamatan Pangkalan Kerinci:

a. Memanfaatkan dan meningkatkan sumber daya aparatur melalui
peningkatan pendidikan dan keterampilan

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 Desa

Pangkalan Kerinci dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan:
Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Pangkalan Kerinci Barat,
Kelurahan  Pangkalan  Kerinci ~ Timur, seiring  dengan

perkembangannya maka pada Tahun 2005 Desa Sekijang di
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mekarkan menjadi Kecamatan yang merupakan pecahan dari
Kecamatan Pangkalan Kerinci.
Kecamatan Pangkalan Kerinci sampai saat sekarang

wilayahnya terdiri dari 3 (tiga) Kelurahan dan 4 (empat) Desa, yaitu

atan Pangkalan

nlah: )11 5 Jiwa. Sebagai

Lintas Timur,

kerinci yaitu :
Sebelah utara : kecamatan kerinci kanan kab. Siak
Sebelah selatan  : kecamatan pangkalan kuras
Sebelah barat : kecamatan bandar sekijang
Sebelah timur  : kecamatan pelalawan

Potensi Kecamatan Pangkalan Kerinci

a. Letak yang strategis di ibukota Kabupaten Pelalawan
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b. Pusat perkantoran pemda dan dinas di Kabupaten Pelalawan
ada di Kecamatan Pangkalan Kerinci
c. Perkebunan kelapa sawit

d. Pengembangan perikanan

berkembang

antar kota dan

kerinci water park,

timur dengan desa g kecamatan pelalawan.
4. Keadaan Penduduk Kecamatan Pangkalan Kerinci

Penduduk merupakan salah satu unsur penting pada suatu

wilayah dalam menunjang perkembangan daerah tertentu, karena

penduduk  secara langsung  mempengaruhi  pertumbuhan

pembangunan suatu daerah, karena semakin meningkat populasi
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penduduk suatu daerah akan diikuti

dengan pertumbuhan

pembangunan pada daerah tersebut. Jumlah penduduk di Kecamatan

Pangkalan Kerinci berjumlah £ 101.115 Jiwa. Penduduk laki-laki

berjumlah 50.143 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 50.975

Jumlah

1.103

729

51.375

4.288

8.663

9.342

122

134.672

Status Pemerintahan dan Jumlah RT/RW Menurut Desa/Kelurahan di
Kecamatan Pangkalan Kerinci Tahun 2018

Desa/Kelurahan

Status
Pemerintahan

Rukun Warga
(RW)

Rukun
Tetangga
(RT)
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Rantau Baru Desa 6 12
Kuala Terusan Desa 2 4

Pangkalan Kerinci Kota Kelurahan 69 105
Mekar Jaya Desa 5 16

Makmur

\\\i“

“;‘\\\\\\

Daerah

Aliran Pantai
Sungai

Rantau Baru - - v

Kuala Terusan - - \4

Pangkalan Kerinci Kota - \'

Mekar Jaya - \'
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Makmur \4 -
Pangkalan Kerinci Barat \' -
Pangkalan Kerinci Timur \' -

Pangkalan Kerinci 0 5,00 2,00 0

Sumber: Ka

Pangkalan Kerinci Timur

Dusun/

Lingkungan

Pangkalan Kerinci

36

25

17

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Pangkalan Kerinci/

https://pelalawankab.bps.go.id/

68




N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

a. Desa Makmur
Desa Makmur atau yang lebih dikenal dengan SP 6

mempunyai sejarah yang sangat panjang dan terbentuknya desa pada

h masyara ari Pulau Jawa sampai

L LSS b

Sebelah Selatan ahan Pangkalan Kerinci Barat
Sebelah Timur : Sungai Kerinci
Sebelah Barat : Desa Mekar Jaya

b. Desa Mekar Jaya
Desa Mekar Jaya atau yang lebih dikenal dengan SP 5
mempunyai sejarah yang sangat panjang dan terbentuknya desa pada

Tahun 1990an oleh masyarakat transmigrasi dari Pulau Jawa dan
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transmigran dari pulau lainnya. Sejarah Desa Mekar Jayaini tidak

ada beda dengan sejarah Desa Makmur yang dikenal dengan sebutan

SP 6.

Dahulunya desa Mekar Jaya masuk Kabupaten Kampar dan

AN

gkalan Kerinci,
W, 15 RT, dan

a, dengan batas

AnKaky

Kabupaten Siak
an Kerinci Barat

aris Bujur 101,8155 BT dengan
ketinggian dari permukaan laut 15 dpal.

Mata pencarian masyarakat Desa Mekar Jaya sebagian besar
adalah Karyawan Swasta dan buruh kasar serta sebagian ada yang
bekerja | pemerintahan/ PNS dan lain-lain.

c. Desa Kuala Terusan
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Secara astronomis Desa Kuala Terusan terletak di 00-22'
Lintang Utara sampai 00°17' Lintang Utara dan 101°49' Bujur
Timur hingga 101° 54' Bujur Timur. Desa Kuala Terusan terdiri dari

satu dusun, dua RW dan empat RT. Desa ini terletak di Kecamatan

Kelurahan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan kerinci. Bagian
timur Desa Kuala Terusan berbatasan dengan Kelurahan Kerinci
Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci. Desa Kuala Terusan di

bagian barat berbatasan langsung dengan Desa Rantau Baru,
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Kecamatan Pangkalan Kerinci. Batas wilayah Desa Kuala Terusan,

yaitu :

Sebelah Utara : Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan
Kuras

Sebelah Selatan : Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat

: Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur

di samping
eran apabila

a banjir besar.

Kerinci, karena mereka memiliki rumah di sana. Sementara, rumah
di Kuala Terusan dibiarkan kosong atau disewakan. Hal ini
disebabkan karena di Pangkalan Kerinci yang lokasinya tidak jauh
dari Kuala Terusan segala macam fasilitas sosial dan fasilitas umum

sangat lengkap. Ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan sinyal
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teleomunikasi di Pangkalan Kerinci lebih baik ketimbang di Kuala
Terusan.
d. Desa Rantau Baru

Rantau Baru merupakan salah satu desa yang ada di

alawan, Riau. Secara

elah mengalami pemekaran
dan  menjadi Jayayang berada di bawah

Kecamatan Bandar Sekijang.

Topografi Desa Rantau Baru merupakan dataran rendah yang
dilalui aliran Sungai Kampar. Tanah di wilayah desa terdiri dari
tanah mineral dan tanah gambut, tanah mineral terdapat di tepian

sungai kampar dijadikan pemukiman asli masyarakat Rantau Baru

73


https://id.wikipedia.org/wiki/Pangkalan_Kerinci,_Pelalawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kiab_Jaya,_Bandar_Sei_Kijang,_Pelalawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Sei_Kijang,_Pelalawan

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

sedangkan tanah gambut dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan
dan pertanian.

Desa Rantau Baru berada di bawah Kecamatan Pangkalan

Kerinci yang juga merangkap sebagai Ibukota Kabupaten

1. MEKANISME PENY

a. Tahap persiapan

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa
berdasarkan Rencana kerja pembangunan Desa (RKPDesa). Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk
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periode 1 (satu) tahun. Adapun yang disebut RPJM Desa yaitu rencana
pembangunan jangka menengah desa (periode 6 tahun). RKP Desa menjadi dasar
penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan

akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui

dan Ketentuan

unsur masyarakat lainnyz S-tuge enyusun adalah pencermatan

perkiraan pend esa ’ n RPJM Desa,
_ Pard

4. Pencermatan ulang RPJM Desa,
5. Penyusunan dan daftar usulan RKP Desa,
6. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa,

7. Musdes pembahasan dan penetapan, dan
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8. Musyawarah BPD penetapan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Adapun penyusunan RKP Desa harus mengacu pada ketentuan
memperhatikan informasi perkiraan pendapatan transfer desa dari Pemerintah
Kabupaten, dan berpedoman pada RKP Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten. Laporan pembahasan Tim Penyusun berupa Rancangan RKP Desa
disampaikan kepada Kepala Desa untuk diperiksa kemudian diteruskan kepada
BPD untuk ditetapkan melalui-Musdes.” BPD./menyelenggarakan musyawarah

untuk menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang RKP Desa.

Rancangan Peraturan Desa (Raperdesa) yang disusun- sekertaris Desa
meliputi Naskah APBDesa, Lampiran | Ringkasan APBDesa, Lampiran Il Rincian
APBDesa, Lampiran Il penjabaran APBDesa, Dokumen pelaksanaan Anggaran
Desa (DPADesa). Sekretariat-Desa menyampaikan rancangan peraturan desa

tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan;

Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa
kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk selanjutnya dibahas dalam
rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota
penjelasan rancangan peraturan desa. Penyampaian rencana peraturan desa paling
lambat satu bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan sebagai peraturan daerah.
Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu
setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD. Apabila
BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa

melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa
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tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Dalam
melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, Kepala Desa tentang APBDesa dan

dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.

Fokus kajian menyangkut kepala desa menunjukkan bahwa peranan

mengenyamping : c ang \ da menampung
langsung aspiras asyarak g at dilibatkan dalam
keanggota a = yara sa ‘1 m penyusunan

APBDesa : : ) -_' ah penting dalam

b. Tahap Evaluasi

Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama
BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa,paling lama tiga hari kerja harus

disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi. Hasil

77



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

evaluasi Bupati terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan

paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.

c. Tahap penetapan

Berdasarka luasi Bupati, Kepal sama BPD melakukan
penyesuai a t sa t selanjutnya
ditetapk eratu yang telah

eRS S ISL4 M/g
ditetapka a@t‘h iki b rintahan desa
dengan tembus

RPJ _E_l\?dﬁs
I= 1 EE=
!
o,
e
[ Pencairan ]
v
( LPJ |

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(UU Desa) disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh
perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Lebih jauh UU Desa mengatur

mengenai kewenangan Kepala Desa dalam pasal 26, terkait kewenangan Kepala

Desa dalam hal pengelolaan keuangan desa terdapat pada substansi pasal 26 ayat

Permendagri Keuangan Desa sebagal Keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
keuangan desa. Dalam halpengelolaan keuangan desa Kepala Desa mempunyai
kekuasaan sebagai pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam

kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Di mana Pasal 3 ayat (2) Permendagri
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Keuangan Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewenangan :
a. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksanaan APBDes.

b. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Desa).

an Penerimaan

ejak Sekretaris

Desa meny ' gan Peraturan Desa tentang a berdasarkan RKP

hari kerja Bupati menetapkan hasil evaluasi RAPBDesa. Dalam hal ini terdapat 2
kondisi yaitu:

a. Bupati memberikan evaluasi, pada kondisi ini pemerintah desa wajib

menyampaikan tanggapan/menindaklanjutihasil evaluasi paling lama 7

hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati, jika dalam waktu
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yang ditentukan Pemerintah Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi,
maka atas RAPBDesa tersebut tetap dijadikan Peraturan Desa tentang
APBDesa tetapi setelah itu Bupati menerbitkan Keputusan Bupati

untuk membatalkan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut.

yang akan dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat di analisis bahwa
kewenangan Kepala Desa dalam Proses pengelolaan Keuangan Desa di
Pemerintahan Desa-desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setidaknya

merupakan suatu bagian dari proses implementasi perencanaan anggaran,
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dimana diartikan bahwa kapasitas kelembagaan birokrasi pemerintahan telah
mendukung prinsip pengelolaan anggaran itu sendiri.

Pada tahap ini, kewenangan Kepala Desa menjadi fokus utama dalam
melakukan kendali organisasi dan sinkronisasi deskripsi kewenangan
pemerintahan dari setiap unit.organisasi pemerintahan desa yang ada, sehingga
pengelolaan anggaran bukan hanya terfokus pada penyiapan perangkat sistem
administrasi pengelolaan keuangan ‘daerah, yang hanya dimaksudkan untuk
mempermudah pelaksana pengelola keuangan desa.

Fungsi kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa lebih
diartikan sebagai kegiatan dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (best
practices) pengelolaan keuangan desa, sistem penganggaran dan struktur
APBDesa, kendali administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa melakukan kegiatan pengelolaan kegiatan pembiayaan
maupun penerimaan dan pengeluaran melalui kas desa berdasarkan Peraturan
APBDesa yang telah dibuat. Dalam menjalankan kewenangannya kepala desa
juga wajib melakukan pelaporan setiap semester kepada Bupati. Selanjutnya
pada akhir tahun anggaran . Kepala Desa menyampaikan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. Laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
terdiri dari pendapatan, belanja, danpembiayaan. Laporan pertanggungjawaban
realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan

dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
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Tahun Anggaran berkenaan; format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31
Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah
dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

an. Setelah

aksanaan, disusul

pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas
bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan.

Pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang
bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan lain-lain desa.

Pendapatan lain-lain desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa
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(ADD), dan Bantuan Keuangan Provinsi. Dana desa sebagai salah satu
sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka
pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas

transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

atistik, dan kearsipan,
gan, dan pelaporan,dan
(2) Pelaksanaan pembanguna
Untuk pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara
lain :
a. Pendidikan,

b. Kesehatan,

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
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d. Kawasan permukiman,

e. Kehutanan dan lingkungan hidup,

=h

Perhubungan, komunikasi dan informatika,

Energi dan sumber daya mineral, dan

> @

Pariwisata

Nama Desa Sarana yang dibangun

Kuala Terusan | 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Halaman Kantor Desa
2. Pembangunan Parkir Kantor Desa

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendidikan

4. Pembangunan Jembatan Desa
5. Pembangunan Tempat Mandi, Cuci, dan Kakus

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Dermaga, Tambatan
Pelabuhan

7. Pembangunan Fasilitas Penerangan Jalan Desa

8. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum
Desa

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
(Pengadaan Alat-alat-studio/Audio)

Mekar Jaya 1. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa

2. Pembangunan Jalan Sirtu (Jalan Desa)

3. Pembangunan/Rehabilitasi Drainase (Jaringan Irigasi)
4. Pembangunan Box Culvert (Jalan Desa dan Jembatan
Desa)

5. Pembangunan Gerong-gorong (Jaringan Irigasi)

6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Desa

8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung BUMDesa

9. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

10. Pengadaan Sarana Prasarana Pendidikan

Makmur 1. Pembangunan Semenisasi Jalan Desa
2. Pembangunan Jalan Sirtu
3. Pembangunan Box Culvert (Jalan dan Jembatan Desa)

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan
(Bangunan dan Taman)
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5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kesehatan
6. Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Serbaguna

8. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga

9. Pengadaan Sarana Prasarana Kesehatan

10. Pembangunan Sarana Prasarana Kelistrikan (Instalasi
listrik dan Telepon)

4 | Rantau Baru

1. Pembangunan-Semenisasi Jalan Desa
2.'Pembangunan Jalan Sirtu’(Jalan Desa)

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
(Gedung Rumah Dinas/Jabatan)

4. Pembangunan Tempat Mandi, Cuci, dan Kakus
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
6. Pembangunan Pos Pantau Hutan Desa

7. Pembangunan Rumah Kantor Bhabin

Gambar 3.1 Pembangunan Parkir Kantor Desa Kuala Terusan

(3) Pembinaan kemasyarakatan desa,

Sedangkan, untuk klasifikasi sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa

sendiri, antara lain sebagai berikut :

a. Ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat,
b. Kebudayaan dan kegamaan,
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c. Kepemudaan dan olah raga, dan
d. Kelembagaan masyarakat.

(4) Pemberdayaan masyarakat desa, dan

Selanjutnya, untuk Kklasifikasi belanja sub bidang dari bidang

disebutkan

dan sesuai dengan prioritas peme kabupaten/kota, pemerintah daerah

provinsi, dan pemerintah.

Dalam Pasal 19 Permendagri 20 Tahun 2020, belanja desa terbagi atas 4
jenis yang terdiri dari:

1. Belanja pegawai

87



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap,
tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala
desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai

dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang

an an an ketentuan peraturan
TSRO '.,.
-

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga, dan
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

TOS3I—AT T SQh® 20 T2

Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk
operasional dan membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan  pembangunan, ketentraman dan  ketertiban, serta

pemberdayaan masyarakat desa.
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Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk

menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai

N pada sub bidang

endesak yang

angan bencana,

maksud diatas,

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya
tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan
keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian

pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
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terganggunya pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan pada sub bidang
keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan
pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Ketentuan lebih lanjut belanja kegiatan pada sub bidang diatas, diatur dalam

Rp 518.957.200
Rp 135.826.900
Bidang Pembinaan Kema :  Rp 179.355.000
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan : Rp 99.765.100

Rp1.883.904.200

Surplus/ Defisit : Rp 126.257.100
3. PEMBIAYAAN DESA

Penerimaan Pembiayaan . Rp 176.257.100

Pengeluaran Pembiayaan : Rp 50.000.000

Jumlah . Rp 126.257.100
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129.495.000
p 100.936.000
.564.030.200
35.964.000

34.036.000
70.000.000
35.964.000

. PENDAPATAN DESA

Alokasi Dana Desa . Rp 779.049.200

Dana Desa . Rp 782.127.000

Dana Provinsi . Rp 100.000.000

Pendapatan Asli Desa : Rp 14.662.500

Total :  Rpl.675.838.700
. BELANJA DESA

N DAN BELANJA DESA

DESA : KUALA TERUSAN
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Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :  Rp 644.199.500

Bidang Pembangunan : Rp 651.696.700
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp 120.422.500
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan : Rp 67.396.000
Rpl1.483.714.700
Surplus/ Defisit : Rp 192.124.000

3. PEMBIAYAA

an Rp 176.257.100

‘ﬂ.‘n'@ “\\\“‘ . Q 50.000.000

ANy

SN AREE

5, S
2o,

ey

Rp 41.333.448
Rp 100.000.000
Rp  58.666.552

2. Transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa di Kecamatan Pangkalan Kerinci
Tahun 2018

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik menjelaskan tentang transparansi atau keterbukaan yang
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merupakan prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat
untuk mengakses informasi yaitu informasi yang berhak diketahui oleh
masyarakat seperti halnya pengambilan keputusan maupun tindakan yang

dilakukan oleh pemerintah desa baik dari perencanaan, pelaksanaan,

\ 7Y
=
e
w
@D
o
b}
(@)
&

LARNAY:

peraturan

udah 1day at diakses oleh

c. Mekanisme pelaporan penyebaran informasi maupun penyimpangan
tindakan aparat publik di dalam tindakan kegiatan.
Tatalaksana pemerintahan yang baik akan tercapai jika prinsip

transparansi sudah diterapkan dengan baik. Transparansi dapat diukur

melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:
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1. Adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen
Indikator yang pertama yaitu dapat diukur dengan adanya

ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk meghindari terjadinya

kecurangan dan penyalahgunaan dalam proses pengelolaan

ejelasan dan

erintah desa

Q&‘\\‘

Indikator ketiga '@ dasarkan Undang-undang Nomor
14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 tentang keterbukaan informasi
menyatakan bahwa badan publik termasuk pemerintah desa
berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat, benar,

dan tidak menyesatkan. Seluruh masyarakat desa mempunyai hak

untuk mengetahui proses pengelolaan Anggaran Desa secara
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menyeluruh

4. Adanya kerangka regulasi yang menjamin

Indikator yang keempat dapat diukur dengan adanya kerangka

dan

I transparansi

papan transparansi Pengelo gogaran Pendapatan dan Belanja Desa
sehingga informasi mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi APBDesa
erat kaitanya dengan keterlibatan masyarakat kedalam perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan serta pemelihaaan  hasil dari realisasi
pelaksanaan pembangunan. Sehingga azas keterbukaan pembangunan dapat

diketahui oleh seluruh aspek masyarakat.

95



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Berdasarkan beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa pemerintah desa sudah menerapkan keempat indikator transparansi
tersebut serta melakukan tranparansi dengan melibatkan sejumlah

masyarakat yang dimulai dari proses perencanaan pembangunan sampai

an. Pemerintah desa

bersama

ntuk mengawasi pelaksanaan
kegiatan pembangunan desa dan dapat mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan pemaparan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah desa juga melakukan transparansi dengan melibatkan

masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun pengawasan dalam
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pembangunan desa. Akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan
tersebut hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti, ibu PKK, ketua

Linmas, ketua Karang Taruna, ketua Ibu pengajian, ketua pemuda, ketua

ibu kader. Kemudian perwakilan tersebut yang menyampaikan keluh

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
Keterbukaan Informasi Publik. Menurut informan Pemerintah Desa sudah
menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun,

transparansi sudah dilakukan 95% dengan mengikutsertakan masyarakat
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dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan desa
sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga
diikutsertakan.

Usaha pemerintah desa dalam memberikan informasi secara jelas

erintahan baik itu
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Gambar 3.2 Desa Mekar Jaya
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i
Gambar 3.3 Desa Makmur
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Tujuan pemasangan papan informasi dalam bentuk baliho itu agar
warga desa dapat mencermati pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa) dan juga masyarakat ikut serta dalam program-

progam yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, baik di bidang

perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
Lebih dari itu, transparansi pengelolaan keuangan desa pada akhirnya
memitigasi segala bentuk kecurangan dan tindakan korupsi pemerintah desa.

Dengan demikian pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan bersih,
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pada gilirannya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa juga dapat

ditingkatkan.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara bersama masing-masing
kepala desa, yaitu kepala desa Mekar Jaya, Bapak H. Kamaruzzaman, Pj.
Kepala Desa Makmur, Ibu Normalina lbrahim, SE, MM, Kepala Desa Kuala
Terusan, Bapak Abu Hurairoh, dan Kepala Desa Rantau Baru, Bapak M.
Syahir.. AM pada bulan‘Desember Tahun:2021 diatas dapat disimpulkan
bahwa desa-desa di Kecamatan Pangkalan Kerinei sudah menerapkan
prinsip transparansi dengan baik dengan melibatkan masyarakat mulai dari
tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima
hasil pembangunan. Kemudian dalam proses. pengelolaan APBDesa
Pemerintah Desa juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya
kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat. kemudian bentuk
transparansi yang dilakukan yaitu denganmemasang papan informasi dan
baliho tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan
APBDesa sudah berjalan dengan baik, dan sudah menerapkan prinsip
keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi
seluas-luasnya tentang anggaran desa, serta dapat dikatakan bahwa tidak ada
ditemukan indikasi temuan atau penyimpangan penggunaan anggaran desa
karena sudah dilaksanakan sesuai peruntukkannya yang tertuang dalam

APBDesa masing-masing. Penggunaan anggaran desa sudah digunakan

101



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

secara efisien dan efektif sesuai skala dan partisipasi aktif masyarakat desa

dalam setiap kegiatan pembangunan.

2. Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di masing-masing desa
sudah dilakukan dengan baik dan menerapkan asas transparansi dalam
proses penetapan dan pelaksanaannya. Bentuk transparansi dalam proses
perencanaan pengelolaan APBDesa dimana perencanaan dilaksanakan oleh

Kepala desa dibantu oleh aparat pemerintah desa lainnya, sebelum disetujui
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oleh ketua BPD perencanaan RPJM, RKP Desa dan Raperdes terlebih
dahulu dibahas dan disepakati bersama-sama dengan pemerintah desa
lainnya dan masyarakat masing-masing desa di Kecamatan Pangkalan

Kerinci Kabupaten Pelalawan. Laporan APBDesa disampaikan kepada

enteri Dalam
pembangunan
nelibatkan badan
ara partisipasi.
efektif sesuai skala

setiap kegiatan

rangka good governance di kecamatan Pangkalan Kerinci. Hasil penelitian
menunjukan bahwa aparat pemerintah Desa di Kecamatan Pangkalan
Kerinci, dalam hal ini Kepala Desa telah melaksanakan kewenangannya
dalam penetapan dan pelaksanaan APBDesa dengan baik. Namun dalam

pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah
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Kabupaten Pelalawan harus lebih dimaksimalkan. Hal ini dapat dilakukan
dengan menambah jumlah tim pembina dan pengawas dan menambah
waktu pelaksanaannya yang hanya dilakukan sebulan sekali agar
pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing desa setiap tahunnya
sudah digunakan secara.efisien dan_efektif sesuai kebutuhan dan melalui
partisipasi aktif masyarakat desa dalam setiap kegiatan pembangunan.

. Saran dari peneliti selanjutnya ‘adalah-agar dalam hal transparansi proses
perencanaan, penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa), kepala desa dapat mengikutsertakan lebih banyak
perwakilan masyarakat agar dapat memaksimaikan penyampaian aspirasi
dalam penyusunan kegiatan dan pembangunan yang tertuang di APBDesa
sesuai kebutuhan masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat itu sendiri. Transparansi pengelolaan anggaran desa untuk
seluruh penerapannya.sudah sesuai denganPermendagri Nomor 113 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tetapi di zaman teknologi saat
ini, mungkin pihak desa, melalui pemerintah kabupaten bisa mulai
memikirkan “tentang pengembangan aplikasi yang memuat kegiatan
pencatatan kas masuk maupun keluar. yang dapat diakses dengan mudah
oleh masyarakat dimana pun mereka berada, jadi laporan realisasi dan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang
diinformasikan kepada masyarakat tidak hanya secara tertulis, tapi juga bisa

melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
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